PENGALIHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MENJADI PAJAK DAERAH

PENDAHULUAN

Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang, menyebabkan peningkatan pula
kebutuhan akan tersedianya tanah dan atau bangunan. Secara alamiah tanah dan atau bangunan
persediaannya sangat terbatas. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan
Y ang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan
dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu,
bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Demikian pentingnya tanah dan atau
bangunan tersebut dalam kehidupan, maka orang pribadi atau badan yang mendapatkan nilai
ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau bangunan atau mereka yang memperoleh hak atas
tanah dan bangunan sudah sewgarnya dikenakan pajak oleh negara, yang dalam hal ini Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).Y ang dimaksud dengan BPHTB sesuai dengan
Pasal 1 UUPDRD adalah pgjak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta
bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan
bangunan.

Pengaturan mengenai BPHTB ini telah ada sgak tahun 1924, namun pada saat itu disebut
Bea Balik Nama Harta Tetap, sebagaimana diatur dalam Ordonansi Bea Balik Nama Harta Tetap
1924 (Saatblad 1924 Nomor 291). Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
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tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bea Balik Nama atas hak harta tetap berupa hak
atas tanah tidak dipungut lagi. Sedangkan ketentuan mengenai pengenaan pajak atas akta
pendaftaran dan pemindahan kapal yang didasarkan pada Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad
1924 Nomor 291 masih tetap berlaku, dan sebagai pengganti Bea Balik Nama atas hak harta tetap
berupa hak atas tanah yang tidak dipungut lagi adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000.
Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 yang telah diubah denganUndang-undang
Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
terhitung sgjak 1 Januari 2011 oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pagjak Daerah
Dan Retribusi Dagrah.?

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut
membawa perubahan besar dalam pemungutan BPHTB di Indonesia karena undang-undang
tersebut mengubah status pemungutan BPHTB yang semula merupakan pajakpemerintah pusat
menjadi pajak pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengalihan BPHTB menjadi pgak daerah diawali dengan perumusan kebijakan yang
dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam
undang-undang tersebut ditetapkan bahwa BPHTB dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota dan
mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Dengan demikian terdapat waktu satu
tahun sgak saat berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 (1 Januari 2010) dengan saat
diberlakukannya BPHTB sebagai pajak daerah.?

Salah satu konsekuensi yang cukup mendasar dalam mel aksanakan amanatUndang-undang
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahtersebut adalah bahwa setiap
pemerintah kota / kabupaten di Indonesia yang inginmemungut BPHTB sebagai sumber
penerimaan daerahnya diharuskan untuk terlebihdahulu menetapkan peraturan daerah (Perda)
tentang BPHTB yang menjadi dasarhukum pemungutan BPHTB.2

1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPasal 180 angka 6.

2K ementerian Keuangan Republik Indonesia, Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2011, halaman 19.
30p.Cit.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009Pasal 95 angka 1.
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Namun apabila pemerintah kota / kabupaten belum menerbitkan Perda tentang BPHTB
maka sesual dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.07/2010, tanggal 30 November
2010, tentang Percepatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) pemerintah kotalkabupaten tidak dapat memungut BPHTB, dengan
demikian persyaratan lunas bayar BPHTB untuk memproses kegiatan peralihan pemilikan (balik

nama) hak atas tanah dan atau bangunan menjadi gugur.

Peraturan Daerah tentang BPHTB dan Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran dan
dasar pelaksanaan pemungutan BPHTB disusun dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan
pelaksanaan pemungutan BPHTB yang selama ini berlaku di Direktorat Jenderal Pgak serta
disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi objektif sesuai kewenangan sebagai daerah
otonom.*

Tulisan hukum mengenai Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010
dan Nomor 53 Tahun 2010, tentang Tahapan Persigpan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan sebagai Pgjak Daerah,

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan
Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

“Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun
2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagai Pajak
DaerahPasal 8 ayat (5)
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PERMASALAHAN

1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi
pajak daerah?

2. Bagaimana Pemungutan dan Pengenaan tarifBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
dikenakan Wajib Pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009?

PEMBAHASAN
1. Pengalihan Pemungutan BPHTB Menjadi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah (UU PDRD), salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah
BPHTB. Kebijakan pengalihan BPHTB menjadi pgak daerah dilakukan melalui suatu proses
pembahasan rancangan undang-undang yang cukup panjang antara Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis serta kondisi daerah
yang berbeda-beda, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati pengalihan
BPHTB menjadi pajak daerah dengan beberapa kondisi, antaralain:®
a. pemungutan BPHTB dapat dilakukan oleh daerah secara optimal,

b. pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan.

Pemungutan BPHTB adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam proses peralihan
pemilikan hak ( balik nama ) atas tanah dan bangunan di Indonesia, karena Notaris dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilarang untuk menandatangani akta peralihan hak sebelum wajib
pajak melunasi BPHTB sebagaimana mestinya.®

Kebijakan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai
pajak daerah didasarkan padapemikiran bahwa BPHTB dianggap memenuhi kriteriasebagai pajak
daerah yang bak, dapat meningkatkan Pendapatan Adli Daerah (PAD), meningkatkan
akuntabilitas daerah (local accountability), sertaberdasarkan praktik internasional (internationally

good practice).’

50p.Cit., Kementerian K euangan Republik Indonesia, halaman 13.

5Marihot Pahala Siahaan, Kompilasi Peraturan Di Bidang BPHTB, Panduan Dalam Penyusunan Aturan Pel aksanaan
Peraturan Daerah Tentang BPHTB, Y ogyakarta: Graha Ilmu, 2010, halaman vii.

’Op.Cit., Kementerian Keuangan Republik Indonesia, halaman 2.
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Undang-Undang (UUPDRD) ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan membawa perubahan yang cukup besar karena mengubah status
pemungutan BPHTB yang semula merupakan pgak pemerintah pusat menjadi pajak pemerintah
daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti seluruh kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada
Pemda. Dengan demikian BPHTB dan Pgjak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB
P2) diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang potensia bagi daerah, dibandingkan
dengan keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang ada selama ini. Berdasarkan Pasal 185
UU PDRD, maka sgjak tanggal 1 Januari 2010, Pemerintah K abupaten/K ota sudah diperbol ehkan
untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB. Sedangkan tahapan pengalihan PBB P2 dan
BPHTB diatur oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri. &

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang besar antara ketentuan mengenai BPHTB
yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1997 (BPHTB sebagai pajak pusat) dan BPHTB yang
diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 (BPHTB sebagai pajak daerah). Perbedaan pokok terletak
pada fleksibilitas yang diberikan kepada daerah dalam perumusan kebijakan BPHTB untuk
memberi ruang bagi daerah menetapkan kebijakan perpgakan yang sesuai dengan kondis

daerahnya. ®
Perbandingan Pengaturan BPHTB
Menurut UU Nomor 21 Tahun 1997 dan UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 21 Tahun 1997 UU Nomor 28 Tahun 2009
1. | BPHTB ditetapkan sebagai pagjak pusat 1. | BPHTB ditetapkan sebagak pajak daerah
2. | Hasil BPHTB dibagi menjadi: 2. | Hasl BPHTB 100% untuk PAD
a. 20% pusat Pemerintah K ota/K abupaten

b. 16% provinsi
C. 64% Pemerintah Kota/K abupaten

3. | Dasar pengaturan: undang-undang 3. | Dasar pengaturan: peraturan daerah

80p.Cit., Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 182.
°0p.Cit, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, halaman 16.
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Subyek BPHTB adal ah orang/badan yang
memperoleh hak atas tanah dan/ atau

Subyek BPHTB adalah orang/badan yang

memperoleh hak atas tanah dan/bangunan

bangunan
Obyek BPHTB adalah perolehan hak atas Obyek BPHTB adalah perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan tanah dan/atau bangunan

Tarif BPHTB: 5%

Tarif BPHTB: maksimal 5%

Tidak menyebutkan NPOP TKP

NPOP TKP:

a. Minimal Rp300.000.000,00 untuk waris
dan hibah wasiat

b.Minima Rp60.000.000,00 untuk selain

waris dan hibah wasiat

Cara penghitungan:
5% x (NPOP — NPOP TKP)

Cara penghitungan:
5% (maksimal) x (NPOP — NPOP TKP)

Dengan diberlakukan UU PDRD, ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

yang sebelumnya merupakan pgak pusat dan Pgak Sarang Burung Walet sebagai Pajak

kabupaten/kota serta Pgjak Rokok yang merupakan Pgjak baru bagi provinsi.

Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/K ota pada UU N0.34/2000 dengan UU No. 28/2009

UU 34/2000 UU 28/2009
1. | Pajak Hotel 1. | Pgjak Hotel
2. | Pgjak Restoran 2. | Pgak Restoran
3. | Pgak Hiburan 3. | Pgjak Hiburan
4. | Pgak Reklame 4. | Pgjak Reklame
5. | Pgjak Penerangan Jalan 5. | Pgak Penerangan Jalan
6. | Pgjak Parkir 6. | Pajak Parkir
7. | Pgak Pengambilan Bahan GalianGol. C | 7. | Pgak Minera Bukan Logam dan
Batuan (perubahan nomenklatur)
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8. | Pgak Air Tanah (pengaihan dari
provinsi)

9. | Pgjak Sarang Burung Walet

10. | PBB Pedesaan dan Perkotaan

11. | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan

Sumber:  Materi Presentasi “PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat
Jenderal Pgjak. Agustus 2011.

Sehubungan dengan adanya pengalihan pgjak pusat menjadi pajak daerah, UU PDRD
memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan sgjumlah peraturan pelaksanaan.
Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan seluruh peraturan pelaksanaan
yang diamanatkan undang-undang, yang terdiri dari 2 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, 4 Peraturan Menteri Keuangan, dan 1 Peraturan
Menteri Dalam Negeri.Sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) peraturan pelaksanaan UU Nomor
28 Tahun 2009 yang berkaitan dengan BPHTB, yaitu:°
a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010

dan Nomor 53 Tahun 2010, tentang Tahapan Persigpan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan sebagal Pgjak Daerah.
Peraturan ini mengatur tugas dan tanggungjawab Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, dan pemerintah daerah terkait dengan proses pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atauPerwakilan
Lembaga Internasiona yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dalam peraturan ini ditetapkan sgjumlah badan dan perwakilan lembaga internasiona yang
tidak dikenakan BPHTB, seperti badan-badan internasional dari PBB, kerjasama bilateral,
Colombo Plan, kerjasama kebudayaan, organisasi swasta internasional, dan organisasi asing
lainnya.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.

190p.Cit., Kementerian Keuangan Republik Indonesia, halaman 25.
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Peraturan ini mengatur pihak-pihak yang dapat menerima insentif pemungutan pajak daerah,
termasuk pemungutan BPHTB, beserta persyaratan dan besarannya.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pgjak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wgjib Pajak.

Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa pemungutan BPHTB dilakukan berdasarkan prinsip self-
assessment, yakni wajib pajak membayar sendiri pgjak yang terutang.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang PetunjukTeknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah.

Peraturan ini membuka peluang bagi daerah utuk menambah fungsi pada pada SKPD
kabupaten/kota dan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam rangka
memperlancar pemungutan BPHTB.

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang tatacara pengenaan sanksi
terhadap pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Daam peraturan ini ditetapkan sanksi bagi daerah yang melakukan pelanggaran ketentuan di
bidang pajak daerah, termasuk BPHTB, dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
1) Atas pelanggaran administrasi dikenakan sanksi berupa penundaan DAU atau DBH Pajak

Penghasilan.

2) Atas pelanggaraan substans dikenakan sanks berupa pemotongan DAU atau DBH Pgjak

Penghasilan.

Untuk memudahkan daerah menyusun rancangan perda tentang BPHTB dan peraturan
daerah tentang tatacara pemungutan BPHTB, pemerintah (Tim Persiapan Pengalihan PBB-P2 dan
BPHTB), dengan dukungan teknis dari Tim Asian Development Bank (ADB), telah menyusun
suatu pedoman teknis yang disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah dengan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-495/MK /2010 tanggal 29 September 2010. Disamping memberikan pedoman
tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pemungutan BPHTB (seperti landasan hukum
pemungutan BPHTB, sistem danprosedur pemungutan BPHTB, data NJOP untuk validasi
pembayaran BPHTB, dan pentingnya sosiaisasi kepada pihat terkait.!*

10Op.Cit., Kementerian Keuangan Republik Indonesia, halaman 26.
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Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S- 495 /MK.07/2010 tanggal 29 September
2010 tentang Pedoman Penyusunan Perda dan Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB, terdapat
persiapan yang diperlukan untuk pemungutan BPHTB antara lain:

a. Landasan hukum pemungutan BPHTB, berupa Peraturan Daerah tentang BPHTB;

b. Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB, yang ditetapkan dengan peraturan kepal a daerah;

c. DataNJOP untuk validasi pembayaran BPHTB;

d. Melakukan sosidlisasi tentang tatacara pemungutan BPHTB kepada pihak terkait, termasuk
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaries, Kantor Lelang, dan Kantor Pertanahan
Nasional.

Selanjutnya pemerintah daerah sesuai Pasa 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010
tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagai
Pajak Daerah, bertugas dan bertanggung jawab untuk menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Saranadan prasarang;

b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;

c. Sumber Daya Manusig;

d. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP,

e. Kerja sama dengan pihak terkait, antara lain Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor
Pertanahan, Kantor Lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan

f. Pembukaan rekening BPHTB pada bank yang sehat.

2. Pengenaan dan Pemungutan BPHTB
a. Subjek dan Objek BPHTB
Subjek Pgjak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah
dan atau bangunan.*?Sedangkan Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adal ah perbuatan
(disengaja) atau peristiwa hukum (otomatis/tidak disengaja) yang mengakibatkan perolehannya
hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

20p.Cit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 86 ayat (1).
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Sedangkan yang menjadi Objek Pgak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut meliputi:*3

a

-0 Q2 0 T o

Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan
dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, penggabungan usaha, pel eburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah.
Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, dan diluar pel epasan hak.

Y ang termasuk Hak atas tanah meliputi:4
hak milik;
hak guna usaha;
hak guna bangunan;
hak pakai;
hak milik atas satuan rumah susun; dan
hak pengelolaan.

Namun, ada objek pajak yang dikecualikan atau tidak dikenakan BPHTB. Hal ini diatur

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tanggal 27 Agustus 2010.
Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, obyek pajak tersebut yaitu objek pajak yang

diperoleh:

a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan
guna kepentingan umum;

c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
dengan syarat tidak menjalankan usaha attau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan
tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan lain dengan tidak
adanya perubahan nama;

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf;

Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

130p.Cit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85.

Ybid.
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3. Nilai Perolehan Objek Pajak dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak.®

a. Nila Perolehan Objek Pajak (NPOP) tersebut dalam hal:*°
1) Jua Beli adalah hargatransaksi
2) Tukar Menukar adalah nilai pasar
3) Hibah adalah nilai pasar
4) Hibah Wasiat adalah nilai pasar
5) Warisadalah nilai pasar
6) Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah nilai pasar
7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
8) Perdihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

tetap adalah nilai pasar
9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
10) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar
11) Penggabungan Usaha adalah nilai pasar
12) Peleburan Usaha adalah nilai pasar
13) Pemekaran Usaha adalah nilai pasar
14) Hadiah adalah nilai pasar
15) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah hargatransaks yang tercantum dalam Risalah
Lelang

Dalam hal NPOP tidak diketahui atau |ebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP
PBB. v/

b. Nilai Perolehan Objek Pagjak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap
wajib pajak, kecuali dalam hal perolehan hak karenawaris, atau hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

5bid., Pasal 87 ayat (1).
%bid., Pasal 87 ayat (2).
Ybid., Pasal 87 ayat (3).
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satu dergjat ke atas atau satu dergjat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk
suami/istri, ditetapkan paling rendah Rp300.000.000,00 (tigaratusjutarupiah).’® NPOPTKP
tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

Setiap daerah dapat menetapkan NPOPTK P yang berbeda sepanjang tidak |ebih rendah dari
jumlah tersebut di atas.®

4. Tarif BPHTB

Berdasarkan Pasal 88 UU PDRD, tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Penentuan tarif juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi
besaran pokok BPHTB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

BPHTB terutang = 5% (maksimal) X (NPOP-NPOPTKP)

Saat terutangnya pagjak atas bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ditetapkan
untuk:?°
a. Jua beli adalah sgjak tanggal di buat dan ditandatanganinya akta;
Tukar-menukar adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
Hibah adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
Hibah wasiat adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

® o2 0 o

Waris adalah sgak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor

Bidang Pertanahan;

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya adalah sgak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peraihan adalah sgak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

8bid., Pasal 87 ayat (4) dan (5).
¥0p.Cit. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, halaman 18.
20/pid., Pasal 90.
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h. Putusan hakim adalah sgjak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagal kelanjutan dari pelepasan hak adalah sgjak tangga
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sgjak tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak;

k. Penggabungan usaha adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

|.  Peleburan usaha adal ah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m. Pemekaran usaha adalah sgjak tanggal dibuat dan dtandatanganinya akta;

n. Hadiah adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

0. Lelang adalah sgjak tanggal penunjukan pemenang lelang.

BPHTB terutang ini harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak.

Berdasarkan Pasal 91 UU PDRD, terdapat beberapa hal yang baru dapat dilakukan setelah
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, yaitu:

1. Penandatanganan akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah/Notaris,

2. Penandatanganan risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah/atau Bangunan oleh Kepala Kantor
yang membidangi pelayanan lelang Negara;

3. Pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah oleh Kepala Kantor
Bidang Pertanahan.

Pgabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan kepada K epala Daerah paling lambat padatanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Tata
cara pelaporan ini diatur dengan Peraturan K epala Daerah.?

Pemungutan BPHTB dilakukan berdasarkan self-assessment system, yakni wajibpajak
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah BPHTB yang terutang. Dalam sistem
seperti ini, pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh wajib pajak perlu divalidasi oleh petugas
pajak untuk mengetahui kebenaran pembayaran yang telah dilakukan. Salah satu elemen yang
perlu divalidasi adalah kebenaran dasar pengenaan BPHTB, yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak

2pid.,Pasal 92.
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(NPOP) yakni nilai terbesar antaranilai transaksi dan NJOP untuk penghitungan PBB.Berhubung
data NJOP terdapat pada database Direktorat Jenderal Pajak, makauntuk memudahkan pemerintah
daerah mengakses informasi mengenai NJOP, Direktorat Jenderal Pgjak membangun suatu
program aplikasi komputer yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota mengakses data
NJOP dari database Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Program aplikasi tersebut didistribusikan
kepada seluruh pemerintah daerah melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di masing-

masing daerah.

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, BPHTB merupakan
salah satu jenis pgak pusat yang dikenakan kepada setiap orang pribadi atau badan yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan. Dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah, maka hasil
pemungutan BPHTB 100% menjadi milik pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dasar pemungutan BPHTB adalah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan mengenai
obyek pajak, subyek pajak, wajib pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan lain-lain.

BPHTB dikenakan secara khusus pada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas
tanah baik karena jual beli, warisan, dan juga hibah wasiat dengan tarif sebesar 5%. Besarnya
BPHTB ini diukur dengan menilal terlebih dahulu besarnya Nilal Perolehan Obyek Pgjak (NPOP)
dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek Pgjak Tidak Kena Pgjak (NPOPTKP), yang selanjutnya
dikalikan dengan tarif BPHTB.

Untuk menentukan besarnya BPHTB terutang harus memperhatikan NPOPTK P dimasing-
masing daerah, karena NPOPTKP ditiap daerah bisa berbeda-beda dan hal ini ditetapkan dengan
peraturan daerah.
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